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BUPATI BOMBANA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BOMBANA
NOMOR 4¢ TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BOMBANA NOMOR 6
TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Menimbang

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
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BUPATI BOMBANA,

bahwa Peraturan Bupati Bombana Nomor 6 Tahun

2019 tentang @ Pedoman = Pemberian Insentif
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Pefaturan Bupati
- Bombana nomor 75 Tahun 2020 tentang Perubahan
atas Peraturan Bupati Bombana Nomor 6 Tahun 2019
 tentang Pedoman Pemberian Insentif Pemungutan
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah masih terdapat
kekurangan dap belum dapat = menampung
“ perkembangan yang terjadi dalam pemberian Insentif
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka
j perlu diubah dan dilakukan penyesuaian;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
- Bupati Bombana Nomor 6 Tahun 2019 teﬁtang Pedoman
Pemberian Insenﬁf Pemungutan Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah;



Mengingat

Pasal 18 ayat (6) Undang — Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang  Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonésia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang—Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negafa (Lembéran Negara Republik Indonésia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286); |

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Bombané, Kabupaten Wakatobi
dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi
Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2003 Nomor 142@, Tambahan Lembaran Negara Repu‘blik

Indonesia Nomor 4339);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaian Negara RepuBlik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang—Undanéi Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung JaWab
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonééia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan



10.

12.

13,

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintaflan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Repubhk

Indonesia Nomor 6757);

Peraturan Pemeﬁntah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangah‘ Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negar‘a;Repubhk Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuqngan dan Kmerja Instans1 Pemerintah
(Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan ‘_L‘embaran Negarg Republik Indonesia
Nomor 4614); | |

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang
Tata Cara Pémbérian dan Pemanfaatan Insentif
Pernungutan P@jak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negafa Republik Indonesia Tahun"‘20 10 Nomor
119 Tambahanf’ Lembafan Negara Republik Indonesia
Nomor 5161); 1 |

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2_016 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak
Daerah (Lembaran Negara Republlk Indonema Tahun
2016 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Repubhk

Indonesia Nomor 5950),

Peraturan Menten Dalarn Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan (Benta
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nompr 1781);



14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
. tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Bérita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukljm Darah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

15. Peraturan Bupati Bombana Nomor 6 Tahun 2019

: tentang Pedoman Pemberian Insentif Pemungutan
Pajak Daerah dan Retribusi Daergh sebagaimana télah
diubah dengan%‘:Peraturan Bupatil Bombana Nomorl' 75
Tahun 2020 teﬁtang Perubahan atas Peratﬁran Bupati
Bombana Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pedoman
Pemberian Insentlf Pemungutan, Pajak Daerah glan
Retribusi Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS

" PERATURAN BUPATI BOMBANA NOMOR 6 TAHUN 2019
TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGU’I‘AN
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

‘ PasalI ;
Beberapa ketentpan dalam Peratqran Bupat1 Bombana Nomor 6 Tahun
2019 tentang Pedoman Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah di ubah sebagai berikut :
1. Ketentuan Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3) diubah sehingga berbunyi
sebagai berlkut



BAB IV

PENERIMAAN DAN ALOKASI IN SENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH
DAN RETR;BUSI DAERAH

PaSal 9

(1) Besaran 1nsent1f Upah Pungut sebagal berikut :

a. besarnya Upah Pungut (UP) 1% (Satu persen) diberikan kepada
PeJabat dan Pegawai pelaksana pengelola Pendapatan Asli Daerah;

b. besarnya ‘upah pungut (UP) 4% (empat persen) diberikan kepada
Perangkat Daerah Pernungut PAD dan pihak lain yang membantu
instansi. pelaksana Pemungut PaJak dan Retribusi Daerah.

(2) Insentif Upah Pungut qebagaumana dimaksud pada ayat (1) diberikan

3 kepada Bupat1 Wakil Bupati, Sekretaris Daerah dan Perangkat Daerah
selaku Koordinator pemungut Pendapatan Asli Daerah (PAD).

(3) Besaran inséqtif sebaggimana c}imaksud pada ayat (1) seb%gai berilgut :
a. Bupati sebesar 9% (Semb1lan persen) dari baglan insentif pemungutan

pajak daerah dan retribusi daerah

b. Wakil quatl sebesar 7 % (tujuh persen) dari baglan 1nsent1f
faemungutan pajak daerah dén retmbu31 daerah;

l

C. Sekretariis Daerah sebesar 6 % (enam persen) dari bagian insentif

kpemungiltan pajak daerah dan retribusi daerah; dan

d. Perangkét Daerah yang rf’ielaksanakan pemungutan pajak dan

retribus% daerah dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Perangkat Daerah yang melaksanakan pem}mgutan Pajak Daerah
‘ sebesar 78 % (Tujuh Puluh Delapan Persen) dari bagian msenuf

pemungutan pajak daerah, dan

2. Perangkat Daerah yang: melaksanakan pemungutan Retnbum
Daerah sebesar 78 % (Tuyjuh Puluh Delapan Persen) dari baglan

msentlf pemungutan Retrlbus1 Daerah.



(4) Apabila pada akhir triwulan IV realisasi kurang dari 100% (seratus persen)
:‘ tetapi lebih dari 75 % (tujuh puluh lima persen) insentif diberikan untuk
triwulan III dan triwulan sebelumnya yang belum dibayarkan
Pasal Il :
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang 'mengetahuinya,mgmerimahkan pengundangan peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah kabupaten Bombana.

Ditetapkan di Rumbia

—_ PARAF KOORDINASI ~ pada tanggal 30 Nevember 2023 .
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Diundangkan di Rumbia
pada tanggal 20|Novewbe: 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN QOMBANA
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